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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi dan persaingan pasar bebas, negara membutuhkan dana pembangunan yang besar untuk membiayai segala keperluannya. Salah satu sumber keuangan negara yang potensial adalah pajak. Karena itu untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, salah satu yang dibutuhkan dan terpenting adalah peranan aktif para warga negara untuk ikut memberikan iuran kepada negara dalam bentuk pajak. Sebagai salah satu penerimaan negara, sektor pajak merupakan pilihan yang tepat karena jumlahnya relatif lebih stabil, dari sektor tersebut diharapkan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai rumah tangga negara dapat diwujudkan secara nyata. Oleh karena itu, sektor pajak merupakan sumber penerimaan yang paling penting bagi negara dan sangat diharapkan oleh negara untuk membiayai belanja negara.

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, dimana daerah mempunyai kesiapan dan kekuasaan yang berbeda-beda dalam Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusianya. Daerah berhak mengatur rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat. Oleh karena itu harus merasionalisasikan pengeluaran dan penerimaan daerah serta manajemen keuangan diseluruh jajaran birokrasi.

Dalam melaksanakan otonomi daerah dimana titik berat diletakkan pada daerah kabupaten dan kota, maka diperlukan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah ini diperlukan agar dapat menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dengan kemampuan daerahnya sendiri.

Berkaitan dengan dimensi otonomi daerah, pemerintah daerah kota Bandung sebagai daerah otonom mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggungjawab sesuai dengan UU No. 22 tahun 1999.

Penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah,                            dimana diharapkan mampu membiayai urusan rumah tangganya sendiri akan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, pemerintah daerah kota Bandung dituntut agar dapat mengatur keuangan daerahnya dan mencari sumber-sumber potensi bagi pendapatan daerah. Penggalian dan pemberdayaan sumber-sumber pendapatan daerah pada pemerintah daerah kota Bandung dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda).

Tugas pokok dari Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) kota Bandung adalah melaksanakan kegiatan pemungutan, pengumpulan, dan pemasukan pendapatan daerah ke kas daerah secara maksimum terhadap sumber-sumber pendapatan daerah berdasarkan kebijakan yang diterapkan oleh walikota atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedudukan Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) kota Bandung sebagaimana diatur dalam keputusan menteri dalam negeri No. 23 tanggal 29 Mei tahun 1989 adalah berkedudukan sebagaimana unsur pelaksanaan pemerintah kota Bandung di bidang pendapatan daerah. Tugas pokoknya adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang pendapatan, sedangkan fungsi dinas adalah untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana termaksud. 

Salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup besar adalah pajak daerah. Ada beberapa jenis pajak daerah yang dipungut oleh Dipenda Kota Bandung, salah satunya adalah Pajak Restoran yang ikut berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.

Untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak restoran, Dinas Pendapatan Kota Bandung menyusun sebuah anggaran pendapatan. Dari beberapa jenis anggaran pendapatan salah satunya adalah anggaran pendapatan dari pajak restoran. Anggaran yang berupa target yang harus dicapai, diharapkan mampu meningkatkan penerimaan daerah Kota Bandung dari sektor pajak, khususnya pajak restoran.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dalam laporan ini tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai anggaran, khususnya pengaruh anggaran terhadap penerimaan pajak restoran di kota Bandung. Maka penulis mengambil judul “PENGARUH ANGGARAN PENDAPATAN PAJAK RESTORAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENCAPAIAN PENDAPATAN PAJAK RESTORAN  PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis membatasi masalah pada hal-hal berikut ini :

1. Bagaimana perkembangan anggaran pendapatan pajak restoran dan perkembangan realisasi pendapatan pajak restoran.

2. Seberapa besar pengaruh anggaran pendapatan pajak restoran terhadap efektivitas pendapatan pajak restoran.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis, dimaksudkan untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah  pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung khususnya dari sektor pajak.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perkembangan anggaran pendapatan pajak restoran dan perkembangan realisasi pendapatan pajak restoran.

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh anggaran pendapatan pajak restoran terhadap efektivitas pendapatan pajak restoran. 

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut :

1. Bagi penulis

Dapat mengetahui pengaruh anggaran pendapatan terhadap penerimaan pajak restoran dan prosedur penerimaan pajak restoran di Dinas Pendapatan Daerah.

2. Bagi perusahaan 

Dengan adanya laporan kerja praktek ini diharapkan dapat berguna bagi bahan pertimbangan serta informasi mengenai pengaruh anggaran pendapatan pajak restoran terhadap efektifitas pendapatan pajak restoran.

3. Bagi pihak lain

Untuk memberikan sumbangan wawasan dan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan, khususnya mengenai prosedur pemungutan pajak restoran pada Dinas Pendapatan Daerah kota Bandung.

1.5 Kerangka Pemikiran

Pembangunan daerah  adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual dan untuk tercapainya pembangunan nasional. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu daerah dalam membiayai pembangunannya yaitu dengan cara menggali sumber dana yang berasal dari masyarakat berupa pajak daerah. Ada beberapa jenis pajak daerah, salah satunya adalah Pajak Restoran.

Pajak Restoran merupakan sumber keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi kegiatan operasional dan pembangunan daerahnya. Sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku maka pajak ini ditentukan tarifnya, subjek, dan objek pajaknya. 

Pengertian pajak menurut Rachmat Soemitro dalam buku “Perpajakan”  menyatakan bahwa :

“Pajak adalah Iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

(2002 : 1)


Berdasarkan pengertian tersebut dapat diartikan bahwa pajak merupakan pembayaran uang kepada pembendaharaan umum negara atau daerah, yang dikenakan atas wajib pajak berdasarkan peraturan yang berlaku, yang imbalannya dari negara atau daerah bersifat umum serta menyeluruh dan pembayarannya dapat dipaksakan.


Dari pendapatan ini maka diperlukannya suatu Anggaran Pendapatan, dimana anggaran ini dapat dibandingkan dengan  realisasi yang telah dicapai oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda). Dengan ditetapkannya suatu anggaran pendapatan diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, dalam hal ini khususnya dari pajak restoran.


Pengertian anggaran menurut M. Nafarin dalam buku “Penganggaran Perusahaan” menyatakan bahwa :


“Anggaran (budget) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu”.

(2000 : 9)


Pengertian anggaran pendapatan menurut Chaerul D. Djakman dalam buku “Dasar-dasar Manajemen Keuangan” menyatakan bahwa :


“Anggaran pendapatan adalah ramalan atas kejadian di masa yang akan datang dari rencana yang telah ditetapkan dalam satu periode dalam bentuk unit kesatuan moneter”.

(1999 : 139)


Dari penyusunan anggaran pendapatan dihubungkan dengan pendapatan restoran dapat diketahui perkiraan pendapatan restoran yang akan didapatkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.


Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran ini sangatlah penting untuk dibuat, karena anggaran pendapatan ini juga digunakan untuk memperkirakan pendapatan yang akan dicapai oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung dari pajak restoran.


Bagan kerangka pemikiran


Pengendalian pendapatan


                     Variabel X



      Variabel Y

  Anggaran pendapatan pajak restoran         Efektivitas pendapatan pajak restoran

 
Tahun 2000 s/d 2004



tahun 2000 s/d 2004


Hipotesis sementara

Ada pengaruh yang signifikan antara anggaran pendapatan pajak 

restoran terhadap efektivitas pendapatan pajak restoran


Membandingkan anggaran pendapatan pejak restoran dengan 

realisasi pendapatan pajak restoran


Pengaruh anggaran pendapatan pajak restoran terhadap efektivitas pendapatan pajak restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor Dinas Pendapatan Daerah kota Bandung, yang bertempat di jl. Wastukencana no. 2 Bandung. Waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan mulai bulan April 2005 sampai dengan selesai.
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